GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATANG
NOMOR : 349 /KPTS/BAN.KESBANGPOL/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan

dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di
daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya
peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui
pendeteksian dan pencegahan dini;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu

dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di
Provinsi Sumatera Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan
Periode 2021-2023.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5249);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan
Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di
wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di
daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini
terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman,
Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Provinsi Sumatera
Selatan;

d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sumatera
Selatan sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan
Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman,
Tantangan, Hambatan, dan Gangguan di Provinsi Sumatera
Selatan; dan

e. melaporkan pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Provinsi
Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Jubernur Sumatera Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran
2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan
tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 MEL 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

/H. HERMAN DERU

A

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta

Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta

Kepala Kejaksaan Agung RI di Jakarta

Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta

Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



